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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONRO
NOMOR (7 TAHUN 2810

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BRAGI HASIL CUKAT HASIL TEMBAKAU
DI KABUFATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ERA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa umtuk melaksanakan ketemuan dafam Pasal 66A Undang-Undang
Momor 39 Tahun 2007 tentang Perubahen atas Undang-Undang Nomor 1]
Tahim 1995 ety Cuokai sena Peraran Giebernur fawa Timie Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukad Flasi! Tembakan
kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
Anggaran 2010, untuk mengalokasikan Daca Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakai: di Kahupaten Situboodo dipansdang periu menetapkan Pembagian
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahkm
Arnggarant 2000 dengan Persturan Bupati Situbonds,

Undang-Undany Nemor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
{Lembaran Nepara Fepublik Indopesia Tohon 1984 Nomor 231,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1274);

Undang-Uindang Nomor 11 Talum (995 tertang Cukai (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3613) scbapaimana
telah divbah dengan Undang-lindang MNomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan alas 1ndang-Undang Nomor 11 Takum 1995
tentang Cokai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007
MNomaor 105, Tambahan [embaran Negam Repoblik Indopesia
MNomor 4755 ;

. Undang1indang Nomor 32 Tahm 2004 tentang Pcmerintahan

Daerah {1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sehagaimama telah diubah dengan Undanp-Undang Nomeor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Usndang-Undang Momaor 32
Tahun 2004 tentang Pemerimtshan Daersh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, Tambshan Lembaran
MNepara Republik Indopesiz Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pedindungan dan
Penpclolsm  Linpkungan Hidup (Lembammn Negam  Republik
Indonesiy Tubun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) ;

Undang-Undanp MNomor 36 Tahun 2009 tentang Keschaian
(Lembaran Negara Republik Indonwsia Tahun 20089 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );



Mencinpkan

6. Peraturan Pemenntah Nomor {¢ Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Pemerintah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tohun 2005 tentamg Pengelolaan
Keuangan Daerab [Lembaran Negara Repablik Indonsesia Tahun 2003
Nomot 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomeor
4578}

B. Peraturan Menteri Kevangan Nomor S4/PME.D7/2008 icniang
Penprunaan dana bagi hasil cukai hasil tfembakau dan sanksi atas
penyalahgunasn alokasl dana bagt hasi! cukai hasil tembakau
sebagsimana lelah diubah denpan Peratwran Memen Keuangan
Nomor : 28/ PME D7/2000 ;

%, Peratwan Gubemur Jaws Timur Nemor | Tahua 2010 teatang
Pembayrian Duna Bagil Hasil Cukai Hasil Tembakauw kepada 'rovinsi
Jawa Timur dan Kabupaten®ota di Jawa Timur Tahun Anggaran
2010,

MEMIUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGH
HASIL CUKAI HASIL TEMRAKAU TH KABLPATEN SETUVRONDD
TAHUN ANGGARAN X010,

RAEB T
BACGT HASIL CUKAI DAN PENGGLUNAANNYA
Pasal 1

Pemerinteh Kabupaten Situbonde mendapatkan begian dari Dana Bagi
Masil Cukai esi! Ternbakan scbesar Rp. 5.672.787.381,0¢ (lima milyar
enam tatus nijuh pulub dus juia tojub ratus delapan puluh tuduh nbu liga
ratus delapan pulubt satu rupish).

Pacal 2
Bagian pencrimasn dans bagi hasil cukai basil tembakan ssbagaimana
dimaksed dalam Paxsal! 1 merupakan  Pendapatan  Dacrah dan
dicantumnkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APB1))
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2(19,

Pasal 3

Penyaluran dana bagi hasil cukai hasit tembakau sebagpimana dimaksud

dalam Pasxl 1 dilzakukan dengan cars pemindahbrdcisn dan Kekenmg
Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daemh Kahupaten
Situbondo oleh Menteri Kevangan,

Pasal 4
(1) Penggunaan dana bagi basil cukai hasil tembekau digunakan wniuk
menxdarai kepiatan
a. Deningkalan kualitas bahan baku ;
b, Pembinaan indwstn ;
¢. Pembinaan linglungan sosial ;
d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ; danfatau
¢. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
(2) Bupati  bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorony dan
nvelalisarmkan kepiaten sebagsimena dimmksed pads ayal (1)
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BARB IT
ALOKASI DANA BAGT HASIL CUKAL
Pasal 5
Alokasi dana bagi hasil cukpi hasil tembakau kepada Satuan Kerja
Pernngkat Dacrak  (SKI')  Pemerintahk Kabupaten  Sitvhondo
schapaimana tersebur dalam Lampiran | {'eraluran Bupati 1.
BABRIN
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

{1} Bupali membuat laporan alokasi pengpunasn dena atas pelaks:madn
kegiatan acbagaimama dimeksud datom Pasal S, sebap © bulan
kepade Gubernur.

{2) Laporan Pelaksanaan Kegiztan sebagaimana dimaksid pada ayat (i)
disusun dengan menggunakan formal sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IT Petaturan ini.

Pasal 7

(1} Penysmpaian Laporan scbagaimapa dimaksud Pasat 6 aval (1)
ditaksanakan dengan kelentuan schagai bertkut :
4 untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli ; dan
b. untuk semesier kedua paling lambai tangpal 10 Desember.

(2) Dalam hal tanggal 10 jaluh pada hari libur, batas akhir penyampaian
laporan scbagaimana dimaksud ayat { 1) dilaksanakan pada hari kerja
sebedimnya.

Pasal 8

Kepigtan Mimitoring dan Evaluasi diiakukan secara partisipanf oleh
Penpelola pada masing-masing Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
PEOCTINAL

BAB ¥V

FENUTUP

Pasul 9
Piraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.
Agar sctinp orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan
Peratoran Bufatl i dengen perempatarmya dalam Berita Laerah
Kabupaten Situbondo.
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BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBOND{ TAHUN 218 NOMOR 07



